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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi
dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Magelang?.

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam peningkatan kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang?

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengurangi
pengangguran di Kabupaten Magelang?

4. Program-program apa saja yang dilakukan Disnakertrans dalam
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